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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI BALI
Nomor : 1104 /UN14.2.2/PD/2017
Nomor: 20/HK.03.01/J/2017

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PELAYANAN

KONSELING, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG

KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

2‘

Prof.Dr.dr. Putu Astawa, Sp.OT(K).,M.Kes, selaku Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang di angkat
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor
309/UN14/KP/2013 tanggal 17 Juli 2013, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
yang berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Denpasar, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

Ida Bagus Wirama, SH, M.Kes, selaku Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali
yang di angkat berdasarkan SK Kepala BKKBN nomor
371/111/PEG/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam hal ini bertindak
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untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, yang berkedudukan
di Jalan Raya Puputan Renon no. 15 Denpasar, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut :

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pendidikan di Bidang
Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor
20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun
2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertugas di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana, serta memiliki fungsi
perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
penyelenggaraan  komunikasi, informasi, dan edukasi;
penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur
dalam pasal 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga,. serta Peraturan Kepala nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang
pengembangan program pendidikan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut Perjanjian
Kerjasama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang
dalam pasal-pasal di bawah ini:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1.

it

10.

11.

(1)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Kepala adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali

Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran mengenai pengetahuan,
sikap keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis
dan berkesinambungan dan merupakan bagian dari program
pendidikan di Fakultas.

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang
meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dilaksanakan
menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran.
Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi adalah suatu upaya
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi dan
KB.

Peserta Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter
Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Dokter, Ners
dan Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk
memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan
metode ilmiah.

Pengembangan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi adalah inovasi dalam perencanaan, peningkatan
peran, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai kewenangan
masing masing dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu gerakan proses
pemberdayaan diri atau kelompok untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya
bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA
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(2)

PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait dengan perjanjian kerjasama.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun
hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan
program pendidikan Pengendalian Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

k.
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10.

Pendidikan formal terdiri dari Program Pendidikan Dokter
Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Dokter
termasuk Pre-service Training bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran
di Fakultas Kedokteran;

Pelatihan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
Penelitian di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Pengembangan model Pre-service Training bagi mahasiswa
Fakultas Kedokteran di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Penyelenggaraan kuliah umum  Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi dan sarasehan
program Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga;

Penyediaan bantuan tenaga ahli, narasumber, peneliti dan pelatih
serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan Pengendalian
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan praktik lapangan dan
Bhakti Karya Praja dalam rangka diseminasi program
Pengendalian  Kependudukan, Keluarga  Berencana  dan
Pembangunan Keluarga;

Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan
teknis pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk perangkat daerah

) !
Paraf ...8"% .1

N12



Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

a.

b.

Menyiapkan materi Pendidikan Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Mengembangkan pendidikan berwawasan Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam
kurikulum;

Meningkatkan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga
kependidikan mengenai wawasan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga baik melalui
pendidikan formal maupun nonformal;

Menyelenggarakan kuliah umum, seminar, lokakarya,
konferensi dan sarasehan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan
teknis pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk
perangkat daerah.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

a.

Memfasilitasi materi penyusunan kurikulum, modul
pengajaran dan pelatihan Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Memfasilitasi materi  kuliah umum, seminar, lokakarya,
konferensi dan sarasehan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Memfasilitasi tenaga ahli, narasumber, peneliti dan pelatih
serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga;

Memfasilitasi materi praktik lapangan dan Bhakti Karya Praja
dalam rangka diseminasi program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Memfasilitasi sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis
pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk perangkat
daerah.



(1)

(2)

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati
oleh PARA PIHAK.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat
pelaksana sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggung
jawabnya dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat
diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang
atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang
lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran
Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan
kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan
sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau
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kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan
permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk
mufakat.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan ( addendum)
dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas

kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama,
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

_~—PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

. [
¥l e i Ay L
SISO Y IR
- Y 3. [ %
- ogus EA
4 0H [: &

Wirm‘ﬁa |SH, M.Kes

! Paraf I- | )




